
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.645, 2018 KEMENHUB. Piagam Pengawasan Intern/Internal 

Audit Charter.  

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

    NOMOR PM 42 TAHUN 2018 

TENTANG 

PIAGAM PENGAWASAN INTERN/INTERNAL AUDIT CHARTER 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan 

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu 

diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern/Internal 

Audit Charter Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Piagam Pengawasan 

Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara 

dan Lembaga Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 

Aparat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Tahun 1790); 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015   Tahun 737); 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 
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atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PIAGAM 

PENGAWASAN INTERN/INTERNAL AUDIT CHARTER 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter adalah 

dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari 

Pimpinan Kementerian Perhubungan terhadap arti 

pentingnya fungsi pengawasan intern di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk 

dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di 

Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak 

lain yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, 

dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal 

Kementerian Perhubungan untuk melakukan 

pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

4. Auditi adalah orang atau unit kerja di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh 

Inspektorat Kementerian Perhubungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

 

Pasal  2 

(1) Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam 
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melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung 

jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam 

rangka mewujudkan penyelenggaraan audit intern oleh 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk 

memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan 

sasaran, yang paling sedikit terdiri atas: 

a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

Kementerian Perhubungan; 

b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi Kementerian Perhubungan; 

c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan 

yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan 

d. memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

program dan kegiatan telah dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai peraturan 

perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Pasal 3 

Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: 

a. Piagam Pengawasan Intern; dan 

b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Kementerian 

Perhubungan. 

 

Pasal 4 

Format Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan auditor Inspektorat 

Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan 

pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan 

yang mengatur mengenai tata cara tetap pelaksanaan 

pengawasan dan standar audit intern dan kode etik di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 932 Tahun 2014  

tentang  Piagam  Pengawasan Internal Kementerian 

Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor KP 484 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 

932 Tahun 2014 tentang  Piagam  Pengawasan Internal 

Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Mei 2018 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Mei 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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